
 
      

          

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT            

 
NOMOR   10  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara 
bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam 
rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia; 

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di 
Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan 
berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan 

kesejahteraan sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, 
keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan 

peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);  

c. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial 
dilaksanakan secara simultan melalui sistem 

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan 
sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan 

(preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan 
(rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS 

dan PSKS; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun l950 tentang Pemerintahan 
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 15 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010) Jo Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 75); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 

Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 2273); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396); 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia    (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan           Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4557); 

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5062); 

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
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20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandamg 
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 107,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5251); 

21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3206); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3206); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3367); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi 
Penyandang Cacat  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5294); 
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29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 24); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);  

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 

Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 39); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 

Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 46 ); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 69); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 
Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 117);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, 

 dan 

 GUBERNUR JAWA BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  

KESEJAHTERAAN SOSIAL. 
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